KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 8/PL.02.7-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang menyatakan
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka;

. bahwa bagi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Kabupaten yang tidak terdapat permohonan perselisihan
hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,
Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
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Mengingat

Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, dilakukan paling lama
S (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi
memberitahukan kepada KPU adanya permohonan
Perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam
e-BRPK;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
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dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

jdih.kpu.go.id /sulsel/maros




dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1384);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provensi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
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Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang
Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020.

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Nomor 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros Nomor : 1/PP.01.2-
Kpt/7309/Kab/X/2019 tentang Pedoman = Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
Nomor 457 /PL.02.6-Kpt/7309/KPU-Kab/XII/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros
Tahun 2020;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maros Nomor 1/PL.02.7-BA/7309/KPU-Kab/1/2021
Tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

164/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kota Tahun 2021 yang
diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
60/PL.02.7-SD/03/KPU/1/2020 tanggal 20 januari 2021
Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan

serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020.

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros
Tahun 2020 sebagai berikut :
- Nama Calon Bupati: H.A.S Chaidir Syam, S.IP.,M.H
- Nama Calon Wakil : Hj. Suhartina Bohari, SE
Bupati
- Nomor Urut : 2 (dua)
- Perolehan Suara : 82.770 (delapan puluh dua ribu
tujuh ratus tujuh puluh)
- Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul sebagai
berikut :
1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Bulan Bintang
3. Partai Persatuan Pembangunan
4

Partai Hati Nurani Rakyat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Maros Terpilih Hasil Pemilihan Tahun
2020.
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KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SAMSU RIZAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABYPATEN MAROS

}4\( W‘Sgb Bagian Hukum,

jdih.kpu.go.id /sulsel/maros




